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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b.

1.

BUPATI KEDIRI ,
bahwa penyeberangan di air merupakakutan yang berfungsi sebagai

jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yangahgan oleh perairan
guna mengangkut penumpang dan kendaraan besertanmym sebagai
bagian dari subsistem transportasi darat untuk memdy pertumbuhan
ekonomi dan pelayanan masyarakat ;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 281iTa2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka PeraturaaraBaKabupaten
Daerah Tingkat II Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentamgtribusi
Penyeberangan di Atas Air, perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dichpksla huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangtrildRsi
Penyeberangan di Air;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Didsgara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Betukan Daerah—
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawauiTisebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahurb 1@&mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengghraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nispee (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembentaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dMdkd5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabena beberapa
kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang biod? Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NdB®o Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentargrbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeralmbftean Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambdlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelaydtambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang—-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui® 200mor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoOw®)5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembamtiteraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lsgorieahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indammmor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentargkutan di Perairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NMab8@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuwb 200mor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&ic)4
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ojaerabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahamkaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangeRdaan Barang
Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republikomesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indarfdsmor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerheNm@or 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2B@8nor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@&is)4 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentatm CTara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak DaermalRdaibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NMad®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@®fang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberéipgelah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Na2dorahun 2011;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahu®12@entang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tal@f02entang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kaiap Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 NdlfarSeri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 TahurB2@@tang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah patien Kediri Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatdini Kemor 41);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahui®82@entang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabopgé&ediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tarmbahembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tah@®26ntang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2098mor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomaqr 80)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSTENYEBERANGAN DI
AIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupateniKedir

Kepala Daerah adalah Bupati Kediri .

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas terterBiddng Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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11.

12.

13.

14.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandgerseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan UsahdikMDaerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, fikkoagsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaganisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi laindgabaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dantbkrusaha tetap.

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang beifgegagai jembatan
bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yantes karena adanya
perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaessarta muatannya.
Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidamgkutan
penyeberangan yang diselenggarakan untuk umumlipgaks penyeberangan
dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapgl yemiliki
sertifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis daerasional prasarana,
sarana dan perairan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muiapeaghimpunan data
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnyabusir yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajibtrilieei serta
pengawasan penyetorannya.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uangldgang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penenndaerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retrjladalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ientte yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerduk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa daahpelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatamfaiypang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh P&mheidaerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada rdgsa dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jassyg®dn yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip fstmhezang meliputi
pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekdsaeah yang belum
dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan B&herintah Daerah
sepanjang belum disediakan secara memadai olek pivesta.

Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnyaelis retribusi adalah

pembayaran atas pelayanan jasa penyeberangan di air
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Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badangyarenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk metak pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retriteut@ntu.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertematugymerupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan modagkutan
penyeberangan dari Pemerintah Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutisiagkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besgumyah pokok retribusi
yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yselgnjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang meramt jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retriblediin besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidakaegut
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnysgkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atanksaadministrasi berupa
bunga dan/atau denda.
Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya kdiselnsentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai pegmgraratas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghicigoummengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan sedgektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mewmgpgtuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ke&®n Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daesalalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negdg8ipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari setsmgunmpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana daig retribusi daerah

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungitibusi sebagai

pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyeberangan/barang dengan

menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/ati&elola oleh Pemerintah

Daerah.



Pasal 3
(1) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayapenyeberangan
orang atau barang dengan menggunakan kendaraair gareg dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dsudkpada ayat (1)
adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola ReaieriBUMN, BUMD
dan pihak swasta.

Pasal 4
Subyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah onamigadi atau badan yang
menggunakan/ menikmati pelayanan penyeberangarg @t@u barang dengan
menggunakan kendaraan di Air yang dimiliki danbiadéelola oleh Pemerintah

Daerah.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebRg#iibusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa penyeberangan diukur bekdas frekuensi

pemanfaatan pelayanan penyeberangan di Air.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daarrya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntugag layak dan sebagai
pengganti investasi, administrasi, pemeliharaanyysutan dan pengendalian.

Pasal 8
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @ijgtahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Rebusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembaegekonomian.
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(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pgdt (2) ditetapke

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
(1) Struktur dan besarnya tarif untuk sekali p&eyangan ditetapkan sebagai

berikut :

a. untuk orang dewasa sebesar Rp. 1.000,- (seribahuper orang;

b. untuk anak-anak, sebesar Rp. 500,- (lima ratush)ger orang;
untuk sepeda, sebesar Rp. 500,- (lima ratus ruphiendaraan;
untuk sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,- (seribahuper kendaraan;
untuk becak, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiahkgredaraan;

=~ ® 2 o

untuk ternak kambing dan sejenisnya, sebesar R)y- 8na ratus rupiah)
per ekor;
g. untuk ternak sapi dan sejenisnya, sebesar Rp. ,1.(8ibu rupiah) per
ekor;
h. untuk mobil roda empat tanpa muatan sebesar R®05.@lima ribu
rupiah) per kendaraan;
I. untuk mobil barang sebesar Rp. 10.000,- (sepulbt rupiah) per
kendaraan.
(2) Struktur dan besarnya tarif bagi pelanggaaptgtemakai jasa ini ditetapkan
sebesar :
a. orang Dewasa sebesar Rp. 22.500,- (dua puluhilmluéima ratus rupiah)
per orang per bulan;
b. anak-anak sebesar Rp. 11.250,- (sebelas ribuadus lima puluh rupiah)

per orang per bulan.

BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIii
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 11
Penentuan pembayaran retribusi terutang sekalipagal secara tunai.

Pasal 12
Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayaai@o di tempat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.



BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkarRBKatau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimalemlal ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaleada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15
(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligosudta.
(2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaleal ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIlI
PENAGIHAN

Pasal 16
(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan segatran.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimakadd pyat (1) dengan

menggunakan STRD.

BAB XiIlI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadiakedarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak $eattangnya Retribusi,

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidagi bidang Retribusi.
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dirdaksga ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Resiibbaik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanakBod pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tainggerimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebaganitaaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadararmenyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinyaad&pPemerintah
Daerabh.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsunggaghana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengapermohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan kebelettiavajib Retribusi.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 18
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagiagil karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexpus
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusiamg Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yanighs kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaatuk menguiji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam eangklaksanakan
peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atdatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang bergayudengan

objek Retribusi yang terutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ra@ngan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamgemeriksaan;
dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara piksean Retribusi diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keangadan
pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimewaksiid pada ayat
(1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Resiib

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada(Byatiberikan
dengan melihat fungsi obyek Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, kanag dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideagan Peraturan

Kepala Daerah.

BAB XVII
SANTUNAN

(1) Pemerintah Daerah membezﬁzﬁl salntunan kepardieark meninggal akibat
kecelakaan penyeberangan diatas air dengan megigguikendaraan di air
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 2ée

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian wart sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturanl&&azeerah.

BAB XVIlI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retripesiyeberangan di air
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kiterjantu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud paala(dy ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan inteedgaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Kimggan Pemerintah Daerah

(2)

®3)

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk m&kk penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana ko dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (&)alhdpejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah @Raeyang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuatunaergperundang-

undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud paata Byadalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneéterkngan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangibesl agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebitklgmdan jelas;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangamngenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yhlagukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orarzpgi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain begke dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan atké&rpembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan taamyiterhadap
bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pataen tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoranghggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgnganrmemeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibaw

memotret seseorang yang berkaitan dengan timdaka Retribusi;
memanggil orang untuk didengar keterangannyadiperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketaao penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentpamaturan

perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (nbagtahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaaeg?enuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republikdimelsia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukunmig®Ba&lana.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat paczktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupagsagesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau rkyirdibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kéajnya sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling &atiga) bulan atau
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribtesutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayatélah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mideangpenerimaan negara.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pasgawerhadap
usaha angkutan penyeberangan di air yang dilakoledmswasta.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudapaidél) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rRakaturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentdefribusi Penyeberangan
di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tabhgk Kediri Tanggal 7
September 1999 Seri B Nomor 11/B) dicabut dan diakan tidak berlaku.
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Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjogale Peraturan Kepala

Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelegngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramab#&abupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARISDAERAH

SUPOYO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 280@ng Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkaddmatan Asli Daerah perlu mengatur
kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutaniblstr Penyeberangan di Air yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Keédtwnor 7 Tahun 1999 Tentang

Retribusi Penyeberangan di Atas Air (Lembaran Da&abupaten Daerah Tingkat Il Kediri

Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor I11/B).

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas



Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memperhatikan kemampuan wejiibusi, antara lain
dapat diberikan pada saat pengangkutan korban e atam.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 102



